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TENTANG

PBLAKSANAAN OPERASI PASAR DALAM RANGKA DUKUNGAN KETAHANAN
SOSIAL EKONOMI AKIBAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DESEiASE (COVID-19)

DI KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

^ BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan daya
beli masyarakat serta dalam upaya menekan texjadinya inflasi di
Kabupaten Lamandau, maka dipandang perlu melaksanakan
operasi pasar dalam bentuk memberikan subsidi harga terhadap
harga jual kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS) yang
disediakan dalam kegiatan operasi pasar dalam rangka dukungan
ketahanan sosial ekonomi akibat penyebaran wabah Corona Virus
Desease (COVID-19) di Kabupaten Lamandau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Operasi Pasar Dalam Rangka Dukungan Ketahanan Sosial
Ekonomi Akibat Penyebaran Corona Virus Desease (COVID-19) di
Kabupaten Lamandau;

^ Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Rsau,Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur
Di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4723);

4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone^ Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali de^an
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